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PERATURAN DATRAN KOTA PALEMBANG
NOMOR 15 TAHUN 2002
TENTANG
FEMBINAAN DAN RETRIBUSI DI BIDANG INDUSTRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

a Dbabwa dalam rangka meningkalkan pembangunan di bidang perindusirian secara

O

1.

seimbang  dan  terpadu dengan  mengikutsertakan  masyarakat  seria
mendavagunakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, sejalan dengan
ketentuan Pasal & Peraturan Dacrah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang di bidang perindustrian, perlu
dilakukan pembinaan yang melipuli penalaan, pengaturan, pemoanfaatan dan
pencrtiban usaha perindustrian;

bahwa schubungan dengan huruf a diatas, sebagai upaya pembinaan dalam rangka

potnantauan dan pengawasan wsaha perindustrian, perlu dipungut dan diatur
retribusinye  berdasarkan standar jasa pelavanun yvang diberikan;

bahwa untuk memenuhi maksud fersebut, perfu diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kota Palembang.

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dacrah Tingkat 1T dan

Kotapraja i Sumatera Sclatan (Lembaran Negara BRI Tahun 1959 Nomor 73,
I'ambahan Lembaran Negara Nomor 1913).

Undang-un lang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Nepara RI
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 1929 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
Undang-undang Nomer 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Dacrah (Lembaran NMegara RI Tahun 1999 Nomor 72,
TFumbahan Lembaran Negara Nomor 3848)

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Alas Undang-undang

Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah (Lembaran
Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomeor 3683).
Peraturan’ Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenanpan Pengaturan,
Pembinnan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor
2%, Tambahan ".embaran Negara Nomor 3330)

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenanpan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Chonom (Lembaran Negara RI
Valiun 2000 Nomer 54, Tamibahban Lembaran Negara Nomor 3952).

heputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Pemyusunan Peraturan
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancanpan Keputusan Presiden,

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 talun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah Kota Palembang.

Peraturan Dacrah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan,
heduduban, Tugas Pokok, Tungsi dan Strukiur Organisasi Dinas Daerah,

. Peraturan Dacrah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2002 tentarz Pengelolaan
Keuangan Daerah,

. Keputusan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun
2002 tentang Persetujuan (erhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang
tentang Pembinaan dan Retribusi Di Bidang Indusiri.
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Dengan perselujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN

¢ PERATURAN DAERAII KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN DAN

RETRIMUSI DI BIDANG INDUSTRL

BAB |
KETENTUAN LUNUNM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
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1Dacrah adalah Kota Palembang.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beseria Perangkat Dacerah otonom yang
tain sebagai Badan Ekschutil Dacrah.

Kepala Daerah adalah Waliketa Palembang.

Wakil Kepala Dacrah adalah Wakil Walikota Palembang.

Sckretaris Dacrah adalal Sckeetaris Dacrah Kota Palembang.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kuta Palembang.

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Dacrah yang selanjuinya disingkat
Bapedalda adalsh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota
Palemhang,

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kola Palembang.
Badan adalah suatu bentuk badan usaha vang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer. perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau dacrah dengan nama
dan bentuk apapun. persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau
organisasi vang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usahatetap serta badan usaha
lainnva.

Penangeung jawab adalah orang yang bertanggung jawab atas penyelenpearaan
usaha industri,

Perusahaan Industri adalah perusahan yang melaksanakan kegiatan di bidang usaha
industri dan berbentuk perorangan atau badan vang berkedudukan di Indonesia.

Jenis Indusiri adalah bagian suatu cabang indusiri vang mempunyai ciri khusus
vang sama dan atau hasilmya bersifat akhir dalam proses industri,

Izin Usaha Industri vang sclanjutnya disingkat [Ul adalah izin untuk mendirikan
usaha industri yang ditetapkan olch Kepala Dacrah.

Perluasan Perusahaan Industri adalah penambahan investasi melebihi 30 % (tiga
puluh persen) dari nilai investasi yang telah diizinkan.

Industri Besar adalah industri vang nilai investasi perusahaan industri vang
selumuhnya diatas Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar) tidak termasuk fanah dan
bangunan tempal usahanya.

Industri Menengah adalah indusitri vang nilai investasi perusahaan industri yang
scluruhnya mulai dari diatas Rp.200.000.000.- «/d. Rp.1.000.000.000.- tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya.

Industri Keeil Golongan [ adalah industri yang nilai investasi perusahaan industri
yang scluuhnya mulai dari diatas Rp.50.000,000,- &/d. Rp.200.000.000.- tdak
termasuk tanah dan bangunan tempat usahanva.

Industri Kecil Golongan II adalah indusini yang nilai investasi perusahaan industr
vang sclurubnya mulai dari Rp.5.000.000.- s/d. Rp.50.000.000.- tidak termasuk
ranah dan bangunan tempat usahanya.

Retribusi i Bidang Industri yang selanjutnya  discbut Retribusi adalah retribusi
vang dipungut atas pelayanan pemberian izin terhadap usaha di bidang industri.
Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
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Masa Retribust adalah suatu jangka waklu terteniu yang merupakan batus wakiu bagi
wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus retribusi.

Sural Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPAORD
adalih surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi
dan wajib rstribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang
terutang menurut peratiran perundang-undangan retribusi Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah vang selanjutnya disingkal SKRD adalah Sural
Kepulusan »ang menentukan besamya jurnlah reiribusi yang lerhutang.

Surat Ketetapan Retribusi Dacrah Kurang Bayar Tambahan yang sclanjulnya
disingkal SKRDKBT adalab Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas
Jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

Sural Kelelapan Retribusi Daerah Lebih Bayar vang selanjutnva disingkat SKRDILB
adalah Surat Kepntusan yang menentukan jumlzh keltbihan pembayaran reiribusi
karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau
seharusnya tilak rerutane.

Surat Tagihan Retribusi Dacrah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan ataw sanksi administrasi berupa bunga dan
atau denda.,

Sutal keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap STRD
atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan
oleh Wajib Retribusi.

Pemertksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,, mengumpulkan  dan
mengelola data dan atau Keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan
pemenuhan kewvajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan
retribusi Dagran,

Penvidikan Tindak [idana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan
vang dilakukan olch Penyidik Pegawai Negeri Sipil vang sclanjutnya disebut
Penvidik. untuk mencari serta mengumpulkan bukti, deppan bukti itu membuat
terang tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan
tersangha,

BAB 11
MAKSUD DAN TUIUAN

Pasal 2

Pembinaan di bidang industn dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan wsaha
industri, memperkuat struktur industri, manfaat dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 3

Pembinaan di bidang industri herfujuan :

2

!Q

Meningkatkan kemakmuran dan kescgiahteraan rakvat sccara adil  dan merala
dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam dan atau hasil budi daya serta
memperhatikan kescimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

Meningkatkan perfumbuhan  ckonomi  secara  berahap, mengubah struktur
perekonomian kearah yang lebih baik, maju. sehat dan lebih seimbang sebagai upaya
untuk mewnjudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhian ekonomi
pada umumnya seria memberikan nilai tambah bagi perrambuhan industri pada
khususnyva.

Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi
vang lepal guna dan menumbuh kembangkan usaha industri dan memperkuat
struktur indusir.

. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah

termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri.
Memperluas dan meratakan kesempatan berussha serta  meningkatkan peranan
koperasi industri.
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Meninekatkan penerimaan devisa melalui peningkatkan ekspor produksi nasional
yang hermutu disamping penghematan devisa melalui pengutamaan pemakaian hasil
produksi dalam negeri. guna mengurangi keterpantungan kepada luar negeri.
Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industd vang menunjang pembangunan
daerah dalam rangka perwujudan wawasan nusantara,

Menunjane  dan memperkuat  stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka
memperkal ol ketahanan nasional.

BAB T
PERIZINAN

Pasal 4

Setiap orang atan badan vang akan menyelonggarakan usaha di bidang industri wagib
menddapat izin dari Kepala Daeral melalui Dinas Perindutrian dan Perdagangan,

Pasal 5

Tzin di bidany indnstri sebagaimana dimaksnd Pasal 4 Peraturan Daerah ini terdiri
dani.

a. Izin Usaha Industri Besar.

b, lzin Usaha Indusui Menengah,

¢ lzin Usaha Industri Kecil.

d. Izin Perluasan Usaha Industri.

lethadap usaha industri kecil vang nilai investasi perusahaan seluruhnva dibawah
Rp. 5000000~ fidak termasuk fanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib
memperoleh izin usaha industri keguali bila dikehendaki oleh perusahaan yang
bersanakutan,

Pazal 6

Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Dacrah ini,
penanggung jawab usaha bidang industri harus mengajukan permohenan tertulis
kepada Kepala Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Syaral-svaral pengajuan izin usaha industri adalah schagai berikut :

a. Tersyaratan wnik pengajnan izin usaha industri besar dan menengah adalah
sehagai berikut :
1. Penangpung jawab melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Dacrah.
Melampirkan photo copy NPWP.
Melampirkan photo copy Akte Pendirian dan Akte Perubahan
Melampirkan photo copy IVB,
Melampirkan phoro copy Penctapan Mama Direksi dan Dewan Komisaris.
Meclampirkan photo copy surat perstujuan prinsip.
Melampirkan photo copy formulir Model PMI ftentang  informasi
pembangunan pabrik dan sarana produksi (Proyek).
8. Meiampirkan photo copy UKL, UPL atau SPPL yang sudah disahkan
Bapedalda.
9. Melampirkan photo copy Surat Izin Tempat Usaha (STTU-HO).
10, Melampirkan pas photo 3 x 4 Cm scbanyak 2 lembar.

o e

i

b. Persvaratan untuk pengajuan izin usaha industri kecil adalah sebagai berikut
1. Penanggung jawab melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTT)
Davrah.
2. Melampirkan photo copy NPWP.
3. Melampirkan photo copy Akle Pendirian dan Akie Perubahan,
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4. Melampirkan photo copy UKL, UPL atau SPPL yang sudah disahken
Rapedalda.

5. Melampirkan photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU-HO).

6. Melampirkan pas photo 3 x 4 Cm scbanyak 2 lembar.

¢ Persvaratan untik pengajuan izin perluasan vsaha industri adalah sebagai
herikut @

1. Penangaung jawab melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTF)
Daerah. -

Melampirkan photo copy izin usaha industri.

Melampirkan photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU-HO).

Melampirkan photo coy TVIB untuk perluasan banguran.

st

Pasal 7

(1) Permohonan izin usaha di bidang industri scbagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan
Tracrah ini, apabila telah memenuhi persyaratan akan dilakukan pemeriksaan
dilokasi tempat usahanya.

(2)  Apabila pada wakm diadakan pemeriksaan dilokasi terdapal persyaralan yang
belum digenubi, penanggung jawab usaha di bidang industri  diberi kesempatan
unmk melengkapi persyaratan vang belum dipemihi,

(3) Trosedur dan tata cara pombetian izin usaha industri dan izin perluasan
sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Diacrah ini, ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dacrah.

Pasal 8

(1} 1zin usaha di hidang industi berlaku untuk jangka wakt selama usaha tersebut
masih berjalan, dengan ketentuan setiap 3 (tign) tahun harus melaksanakan daftar
ulang

(21} Daftar ulang wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan schelum masa
berlakunva daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berakhir.

Pasal 9

heepala Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan  dapat mencabut Surat
I7in Uisaha Di Bidang Industri, apabila :

1. Tidak memenuhi keteniuan sehagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
2. Tidak memenuhi kewajiban untuk mendafiar ulang,
3. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENGGANTIAN IZIN USAHA INDUSTRI
Pasal 10
1) Apabila izin usaha industri yang telah dimiliki oleh perusahaan industri hilang atau
rusak schingea tidak terbaca, penaggung jawab dapat mengajukan permohonan
alas penpeantian izin usaha industri kepada Dinags Perindusirian dan Perdagangan.

(2) Tata cara pengajuan permohonan atas penggantian izin usaha industri sebagaimana
dimaksud avat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah,
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PEMINDAHAN LOKASI DAM PERUBAHAN
NAMA PERUSAITAAN

Pasal 11

Bagi perusahaar industri vang melakukan pemindahan lokasi perusahaan indusin harus
mendapat izin Kepala Dacrah melalui Dinas Perindusirian dan Perdagangan, baik
dilokasi lama manpun dilokasi bar. E

Pagal 12

Bagi porusahaan mdustil yang melakukan perubahan nama, alamat dan atau penangeung
jawah perueshean industrd harus menyampaikan  pemberitahuan kepada Kepala Daerah
malalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, selambat-lambainya 30 (tiga puluh) han
Lerja setelah dilerimanya penctapan perubahan dari Menteri Kehakiman dan HAM.

Pasal 13

Tata cara pengajuan permohonan pemindahan lokasi dan perubahan nama, alamat dan
atate penangeune jawab usaha industri sebagaimana dimaksud Pasal 11 dan Pasal 12
P'eraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 14

Izin ugaha industi dan izin perluasan perusahaan industri yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan Dacral ini, termasuk pula bagi tempat penyimpanan yang berada dalam
Vompleks usaha indusin bersangkulan vang digunakan untuk penyimpanan peralatan,
perlenghapan, bahan baku, bahan penalong dan barang bahan jadi untuk keperluan
bepratan usaha induste tersebut.

BAB VI
PEMBINAAN
Pasal 13
Pembinann usahia di bidang industel dilaksanakan melalui kegiatan scbagai berikut

1. Menyebarkan informasi dalam rangka pemerataan pembangaunan industri dengan
memanfaatkan sumber dava alam dan manusia dengan memporgunakan proscs
industri dan 1cknologi yang tepat guna untuk dapat umbuh dan berkembang atau
kemampuan dan kekuatan sondiri.

Meneiptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan indusiri dan pencegahan persaingan

vang tidak jujur anfara ussha-usaha yang melakukan kegiatan industri, agar dapat

dihindarkan pemusatan atan  penpuasaan  industri oleh sam  kelompok afau
perorangan dalam bentuk monopoli yang memgikan masyarakat.

3. Melindungi industri dalam negeri terhadap kegiatan-kegiatan industri dan
perdagangan luar negeri yang bertentangan dengan kepentingan nasional pada
umumnya scrla kepentingan perkembangan industri dalam negeri pada khususnya.

4. Menezgah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, scrta
pengamatan ferhadap keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam.

5. Mongarahkan agar vsaha industri besar dan menengah wajib menjalin hubungan
kerjasama Kemitraan yang saling menguntungkan dengan usaha industri kecil
disekitamyva.

i



Pasal 16

Terhadap pemegang izin usaha industri setiap tahun wajib menyampaikan laporan
realisasi produksi selambat-lambatnya tangeal 31 Janvari tahun berikutnya.

Pasal 17
Pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Dacrah ini, Jditwjukan terhadap

jenis-jenis usaha di bidang industri, yang tercantum dalam ampiran dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peratauran Dacrah ini. B

BAB VIl
OBIEK DAN SUBJEK
Pasal 1§

Ohjek pembinaan di tidang indusiri adalah setiap pelayanan dan pemberian izin usaha
industri dalam Tazrah melipuri : industri besar, industri menengah dan  mdustri keeil
<erta perluasan usaha industri.

Pazal 19

Subjek pembinaan di bidang industri adalah orang atau badan vang menvelengparakan
us<aha di bidane indusir.

BAD VII
KETENTUAN RETRIBUST
Pasal 20
(1 [,‘nl:lk sgtiap pemberian izin usaha di bidang industri dan daftar ulang, dikenakan
relfribus,

(2)  DBesamya retribusi sebapaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikul:

a. Pembenan Izin Usaha Industri

L Tndusiri BeRar . o st s e S R S Rp. 500.000.-
2 Trdostel Menengah oo ni i e i e Rp. 200.000.-
3. Indusin Kecil :
= Golongan T sasmaimamnn s bt sssinme i Rp. 100.000.-
L€ (31157 77: 5 1 1 § S —— Rp. 25.000.-

b Pembenan lzin Perluasan Usaha Industri
1. Industri Besar

- Perluasan diatag 50 % (lima puluh persen) .ooovoiniiinnaaianns Rp 250.000.-
Perluasan 30 % sampai dengan 50 % ..o Rp 2000000,-

2. Industri Menengah

- Perluasan diatas 50 %o (lima puluh persen) ..ooeeivniiiiiinnnin Rp 100.000,-

= Perluazan 30 % sampai dengan 50 % .. Rp 75.000,-
3. Industri Kezil

Golongan 1

- Perluasan diatas 50 % (lima puluh persen) ......cccoeevneenen. Rp 50.000,-

- Perluasan 30 % sampai dengan 30 96 ...oovvvveesinniniaeiniens Rp 40.000,-

L€ 05 (1 T | Rp. 0-
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(3)  Besamyva retribusi daftar ulang izin di bidang usaha industr sebesar 30 % (lima puluh
persen) dari tarif sehagaimana dimaksud huruf a ayat (2) pasal i

BAB IX

GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 21

Retribusi izin tsaha perindustrian digolongkan sehagai Retribusi Jasa Usaha,

BAB X
TOLOK URUR PENGGUNAAN JASA
Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan, jenis, golongan dan jangka waktu
penpgunan [asihias vang diberikan Dagral.

BAB XI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARTF RETRIBUSI

Pasal 23

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besamya tanf retribusi didasarkan pada
tujuan untuk mempereleh keuntungan vang lavak scbagaimana keuntunoan vang pantas
diterima oleh penyelenggaraan usaha perindustrian yang beroperasi secara efisien dan
beroricntasi pada harga pasar.

BAD XI1
STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI
Pasal 24

Struktur besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 20
Peraturan Dacrah ini, ditetapkan berdasarkan klasifikasi usaha perindustrian.

Pasal 25

Penetapan retribusi pembinaan izin usaha di bidang industri hanya dikenakan 1 (satu) kali
setiap pemberian Surat [zin Usaba DA bidang Industri,

BAR XIII
WILAY AH PEMUNGUT AN RETRIBUSIT
Pasal 26

Retribusi vang terhutang dipungut dalam Dacrah tempat pelayanan jasa dan fasilitas
diberikan,

DAD XTIV
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 27

Masa Ret-ibusi Usaha Di Bidang Industri adalah jangka waktu yang akan ditetapkan oleh
Kepala Daeraly.



TPasal 28

Saat ratribust terutang adalab pada saat ditelapkannya SKRT) atau dokumen lain yang
dipersamakan,

(1
(2)

(3)

(n

(2)

(1)
()

(1

BADR XV
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 29

Wajily Rervibusi wajib mengisi SPAORD. =
SPAORDD sehagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini. harus diisi dengan jelas, benar
dan lenghap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

DBenmk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPAORD sebagaimana
dimaksud ayvat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV]
PENETAPAN RETRIBLIST
Pasal 30

Berdasarkan SPAORD scbagaimana dimaksud Pasal 29 Peraturan Dacrah ini,
ditetapkan retribusi ferhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya
vang dipersamakan.

Bentuk, 1si dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain vang dipersamakan
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Dacrah.

BAB XV
TATA CARA PEMUNGLUTAN RETRIBUS]
Pasal 31

Pemunguian retribusi tidak dapat diborongkan.
Retribusi  dipungut  dengan menggunakan SKRD  atau  dokumen lain  yang
dipersamakan.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 32

Dalam hal Wajib Relribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) scliap
bulan dari retribusi vang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menagunakan STRID.

©itang atu badan vang menyvelengearakan hegiatan usaba di bidang indusiri dan
melanppar Pasal 4 Peraturan Dacrah ini. maka akan dikenakan sanksi berupa
pencabutan izin-izin yang ada serla membekukan/melarang usaha perindustrian.

DAR XIX

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 33

Pembavaran retnibusi vang terhutang harus dilunasi sekaligus di muka.

Untuk retribusi yang terhttang bardasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran
retribusi dilakukan setelah berakhimya jangka waktu pemakaian.

Retrilbmsi vang terhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain
yang dipcrsamakan,

Iata cara pembayaran, penvetoran, fempat pembayaran reiribusi diatur dengan
Keputusan Kepala Dacrah.



(n

(2

1y

(N

(3

(1

3

)

10

BAB XX
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 34

Retribusii terhutang berdasarkan SKRD atau  dokumen lain yang dipersamakan,
SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah
retyibusi vang liarus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib
Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Pintang dan Lelang Negara (BUPLN).
PPonagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan psmndang—
undangan vang burlaku,

BAB XXI
KEBERATAN ATAS PENLETAPAN RETRIBUSI
P*asal 35

Waph Retribusi dapat mengajukan  keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat
vang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan
SKRIILH.

Kcheratan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-
alasan vang jelas.

Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Wajib Retribusi,
Wajib Retiibusi harus dapal membuktikan %etidak benaran ketetapan retribusi
terschul.

Keberatan horus disjukan dalam jangka wakto paling lama 2 (dua) bulan scjak
SKRDD atau dokumen lain vang dipersamakan, SKRDKDBT dan SKRDLB
diterbitkan, kesuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa
jangka wakiu ity lidak dapat dipenuhi Karena keadaan di Juar kekuasaannya.
Kcheratan vang fidak memenuhi persyaratan scbagaimana dimaksud ayat (2) dan
avat (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, schingga tidak
dipertimbangkan.

Pengajuan xeberatan tidak menunda Kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan
penagthan reinbusi,

Pasal 36

Kepala Dacrah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bu'an sejak tanggal Sural
toeheratan diterima hamis memberi Keputusan atas kebertan yang diajukan.
Keputusan Kepala Daerah atas Keboratan dapat berupa menerima sclurulinya atau
schagian. menolak, atan menambah hesarnya retribusi yang terhutang.

\|}.1l\|1.1 jangka waklu scbagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, telah lewat dan
Kepala Dacrah tidak memberikan suam kepntusan, keberatan yang diajukan tersehut
dianggap dikatulkan.

BAD XXI
PENGEMBALIAN KELEBIIIAN PEMBAY ARAN RETRIBUSI
Pasal 37

Afas kelebihan  pombayaran  retribusi, Wajib  Retribusi  dapal  mengajukan
permohnnan pengembalian kepada Kepala Dacrah.

Kepala Dacrah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dilerimanya permohonan
kelehihan pembayaran retribusi scbagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, hans
memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan
Kepala Dacrah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengombalian
kelebilian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan,

Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran
retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini. langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu hutang retribusi terscbut,
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Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal
ini, dilakukan dalam jangka wakiu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan-nya
SKRIDLE.

Apabila penpembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2
(dua) hulan, Kepala Dacrah memberikan imbalan bunga scbesiar 2% (dua persen)
sebulan atag keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi tersebut.

Pasal 38

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara terfulis
kepada Kepala Daerah dengan sckurang-kurangnya menyebutkan:

a, nama dan alamal wajib relribusi
b. masa retribusi

¢, besarnya kelebihan pembayaran
1. alasan yang singkat dan jelas.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung
atau melaloi pos tercatat.

Bukti penerimaan oleh pejabat Dacrah atau bukli pengiriman pos fercatat merupakan
bukli saal permahonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 39

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah
Membavar Kelehihan Reiribusi.

Apahila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi
lainnva, sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pembayaran
dilakukan dengan cara pemindahibukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku
schagai bukti psmbavaran.

BAB XXIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 40

Kepala Dacralt dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi.

Pemberian  pengurangan, keringanan  dan  pembebasan  retribusi  scbagaimana
dimaksud avat (1) pasal ini, dengan memperhalikan kemampuan Wajib Retribusi.
Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

BAB XXIV
KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 41

I1ak unfuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setclah melampaui jangka
waklu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhwtangnya retribusi, keouali apabila
melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

Kadalvarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayal (1) pasal ini tertangguh
apahila

A diterbitkanmyta surat feguran: atau
b ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik fangsung maupun tidak
lanesung.
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BAB XXV
TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI
Pasal 42

Pembayaran retribusi dibayarkan langsung kepada Bendahara Khusus Penerima
Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau petugas yang ditunjuk.
Selambat-lambatnya 1 x 24 jam sesudah penerimaan semua hasil pungutan retribusi
yang dilakukan oleh Dinas Perindustrion dan Perdagangan melalui Bendahara
Khusus Penerima harus sudah menvetorkannya ke Bank Sumatera Selatan Cabang
Kota Palembang.

BAB XXVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 43

Pelanpparan atas ketentuan dalam Peraturan Tacmah ini, diancam pidana kurungan
selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. £.000.000- (lima juta
rupiah).

\\,-!ajib retribusi yong Gidak melaksanakan kewapbarmya schingpa menugikan keuanpan
Dacrah disncam pidana kurungan paling lama 6 ( enam) bulan atan denda paling banyak 4
(empat) kali jumlah retribusi terutang,

Tindak pidana sebapgaimana dimaksud avat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah
pelangearan,

BAD XXVI
PENYIDIKAN
Pasal 44

Sclam pajabat penyidik umum yang berfugas menyidik tindak pidana, penyidikan tindak
pidana schagaimann dimaksud oleh Peraturm Macrah ini, dapat  juga dilakukan olch
Penvidik Peopawai Negeri Sipil (PPNS) i lingkungan  Pemerintah Dacrah yang
penganpkatannya ditetapkan sesuai dengan perafuran perundang-undangan yang berlaku.

Palam melaksanakan fugas penyidikan. Penyidik Pegawai Negeni Sipil (PPNS) schagai
dimaksud avat (1) pasal ini benwvenang :

a. mencrima laporan atau pengaduan dari sescorang tanfang adanya tindak pidana;

b melakukan tixlakan pestama paca saat it di fempat kejadian dan melakulan pemeriksaan,

¢ memyunth barhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda penoenal dari tersangka;

. melakukan penyitaan benda atau surat;

¢.. mengambil sidik jar dan memotret s¢scorang,

. memangeil orang uniuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

o mendymangkan erang ahli yang diperiukan dalam hubungzomya dengan pemernksaan perkara;

I mengadakan penghentian penvidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa
tudak terclapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakaan lindak pidana dan
selanjutnyva melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penunnit tmum,
tersangka atwn keluarpanya;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum vang dapat diperianggungjawabkan,
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BAD XXVII
KETENTUAN PERALTHAN
Pasal 46

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlahunya Peraturan Daerah ini,
penvelenggaran usaha bidang indusii yang sudah ada harus mengadakan
penyesuaian dengan Peraturan Dacrah ini.

BAB XXIX
KETENTUAN PENUTUR
Pasal 47

Diengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka scgala ketentuan yang tidak sejalan
dengan Peraturan Dacrah ini, dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 48

(1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan scbagai Instansi teknis pelaksana Peraturan
Daerah ini.

{2y Dinas Pencapatan Daerah Kota Palembang merupakan Koordinator punguian
Retribusi Daerah.

(3) Hal-hal yzng belum diater dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan ditetapkan lebily lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal divndangkan.

Agar supaya scliap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Dacral ini denaan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 April 2002

Diundangian di Palembang

padatanpeal 3 — &~ 2002 WALIKOTA PALEMBANG
SEORETLE S 0T ‘HI.T.‘HPALE\‘HNB‘
e —— S e
Y ST Al I ITUSNI

216 o 200 2 Nowes 2 &/

Fiie Perde te Peetiinatrian



